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URGENSI HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA TINDAK PIDANA 

KORUPSI MENGIKUTI PERMA NO. 1 TAHUN 2020 

 
MUHAMMAD FADHIL ANGGARA 

    

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui fungsi Hakim dalam 

memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi dikatikan dengan PERMA No. 1 

Tahun 2020 serta mengetahui konsekuensi jika Hakim tidak memutus suau perkara 

berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020.  

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Pertama merujuk pada 

UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan 3. 

Peran hakim sangat penting dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. 

Didalam pasal 2 dan 3 tersbut, masih belum jelas diatur tentang pedoman-pedoman 

pemidanaan tindak pidana korupsi, dan akhir-akhir ini Mahkamah Agung 

mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan 

3 UU Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan agar tidak ada perbedaan dalam 

penentuan vonis koruptor dan mempermudah hakim dalam mengadil perkara sesuai 

dengan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2020. Kedua, Dalam PERMA No. 1 Tahun 

2020 tersebut pada pasal 6 dan 7 mengatur kategori kerugian negara dari kategori 

yang paling berat sampai yang paling ringan, dan pasal pasal lainnya yang mengatur 

tentang aspek kesalahan dan peran terdakwa tindak pidana korupsi serta keadaan 

yang memberatkan serta meringankan terdakwa tindak pidana korupsi. Berdasarkan 

Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada saat menjalankan tugas serta fungsi nya 

Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan  dalam 

memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU 

No. 48 Tahun 2009. Ketika hakim harus berhadapan dengan PERMA tersebut hakim 

dihadapkan dengan indepenensi hakim yang ditegaskan dalam UU Kekuasaan 

Kehakiman. 

Kata Kunci : Hakim, PERMA, Tindak Pidana Korupsi 
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RINGKASAN 

 

EKSISTENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2020 BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS 

SUATU PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 

(Mumammad Fadhil Anggara: 2020, 58 hlm) 

 

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

TIPIKOR sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Disebutkan Bahwa Setiap orang yang secara 

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah). Menurut UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang 

mandiri, yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya 

serta Mahkamah Konstitusi. Mengenai independensi lembaga peradilan, hal ini diatur 

secara konstitusional dalam spesifikasi Pasal 24 dan 25 UUD 1945., Hakim memiliki 

kebebasan dari interferensi atau campur tangan salah satu pihak, yang dikenal 

sebagai peradilan yang independen atau keputusan kasus tanpa campur tangan dari 

salah satu pihak yang ada di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman Pasal 

1 PERMA No 2020 tersebut, apakah Hakim harus berpedoman pada PERMA 

tersebut dan Ketika hakim harus berpedoman pada PERMA tersebut Hakim 

dihadapkan dengan Independensi Hakim yang ditegaskan dalam UU Kekuasaan 

Kehakiman. Lalu bagaimana Jika hakim tidak memakai pada pedoman yang sudah 

diatur dalam PERMA tersebut ? 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui fungsi Hakim dalam 

memutuskan suatu perkara tipikor dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) No. 1 Tahun 2020 serta mengetahui konsekuensi jika Hakim tidak 

memutus suau perkara berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020. 

 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis 

penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu 

permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan 

bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan urgensi hakim dalam 

memutus suatu tipikor mengikuti Perma No. 1 Tahun 2020. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 

1. Fungsi Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara TipikorMenurut PERMA No 1 

Tahun 2020 dikatakan dengan independensi Hakim adalah pada saat menjalankan 

fungsi serta tugasnya, , hakim mempunyai kemandirian (independen) atau campur 

tangan dari pihak manapun yang dikenal dengan Kekuasaan Kehakiman yang 

merdeka (independent) atau tanpa Campur Tangan dari Pihak manapun dalam 
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Memutus Perkara berdasarkan UU No.8 Tahun 2009. Adanya pedoman 

pemidanaan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 (PERMA) tidak 

mempengaruhi independensi hakim tipikor dalam memutus dan melaksanakan 

tindak pidana yang dilakukan terhadap terdakwa. Tidak berpengaruh karena 

Hakim bebas menyatakan dan memeriksa keyakinannya sendiri 

Mempertimbangkan kategori kerusakan moneter negara atau ekonomi negara, 

aspek pidana menentukan peran terdakwa dalam korupsi, aspek pengaruh, 

menentukan penampilan yang dihasilkan oleh tindakan terdakwa, Dari nilai harta 

kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi, Hakim dapat mengambil 

keputusan yang mengembangkan hukum pancasila dan nilai-nilai kemasyarakatan 

2.    Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020 lalu maka konsekuensi hakim  untuk 

memutuskan suatu perkara, seseorang tidak dapat hanya mengandalkan hukum, 

Tapi hati nuraninya juga harus diikuti. Secara yuridis belum ada hal yang 

mengatur konsekuensi Hakim apabila tidak menjalankan PERMA No. 1 Tahun 

2020, namun Hakim harus menimbang secara cermat dan adil penerapannya 

dalam kerangka hukum dan Keadilan yang didasarkan pada standar norma-norma  

masyarakat. Hakim tidak dapat memaksakan standar yang tidak terkait dengan 

penegakan hukum masyarakat dimana hakim harus mampu menelaah nilai-nilai 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat Jika seorang hakim mendengar kasus 

tertentu Tetap paksa menerapkan spesifikasi yang tidak relevan dan kemudian 

muncul ketidakadilan. Kepuasan hakim yang tidak adil dapat meninggalkan bekas 

didalam benak terdakwa yang mengkhawatirkan seluruh hidupnya. " Perintah MA 

(Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pidana Pasal 2 dan  3 

UU Perkara tindak pidana korups merupakan hal baru di dalam hukum pidana di 

Indonesia sebab dulunya tidak ada yang mengatur tentang pedoman pemidanaan 

dalam hukum pidana di Indonesia . 
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